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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
dan karunianya akhirnya kajian ini dapat selesai. Kajian ini dilakukan 
kurang lebih 3 bulan lamanya setelah melewati proses panjang yang dilalui 
untuk mendapatkan dokumen AMDAL PT. Dairi Prima Mineral (PT. 
DPM). 

Kajian terhadap dokumen AMDAL ini penting dilakukan untuk melihat 
berbagai aturan dan peraturan yang dilakukan oleh PT. DPM dalam 
mendapatkan ijin. Diketahui bahwa PT. DPM merupakan salah satu 
perusahaan multinasional yang telah hadir di Indonesia. Perusahaan ini 
hadir melalui regulasi penanaman modal asing yang dikeluarkan pada tahun 
1998. Namun sejak AMDAL dikeluarkan, penulis menemukan sejumlah 
persoalan ketidakpatuhan PT. DPM dalam melakukan pertambangan. PT. 
DPM abai terhadap berbagai peraturan yang diamanatkan oleh perundang-
undangan..  

Terselesaikannya kajian hukum ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai 
pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada Inclusive 
Development International (IDI) dan Petrasa atas berbagai data, informasi 
dan masukannya. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih 
kepada Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) atas berbagai 
masukannya terhadap kajian yang telah dilakukan demi meningkatkan 
kualitas dari kajian komprehensif. 

Sebagai manusia yang tidak sempurna, penulis menyadari masih ada 
kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan kajian ini. Oleh karena 
itu, penulis berharap agar para pembaca dapat memberikan masukan dan 
kritikan untuk lebih menyempurnakan kajian ini. Kritik dari pembaca 
adalah harapan untuk menuju kesempurnaan. Namun yang terpenting 
diharapkan  kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk para 
pengambil kebijakan untuk melihat ulang keberadaan PT. DPM. Akhir kata, 
penulis mengucapkan terimakasih. 

Selamat membaca.

Medan, Agustus 2020





Kepatuhan Hukum terkait 
            Analisis Mengenai Dampak 
                             Lingkungan (AMDAL)

1) Pada tanggal 27 Oktober 2005, dokumen laporan hasil studi 
mengenai dampak lingkungan (AMDAL) PT. Dairi Prima 
Mineral (DPM) dalam proyek pertambangan seng dan timbal 
pada kontrak karya (KK) No. KW.99PK0071, yang disetujui oleh 
Bupati Dairi M.P Tumanggor. Laporan ini telah diperiksa oleh 
Ketua Komisi AMDAL Kabupaten Dairi Ir. Sahala Tua Manik. 

2) Dokumen AMDAL yang tersedia terdiri atas kerangka acuan, 
analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan 
lingkungan (RKL), rencana pemantauan lingkungan (RPL), 
dan ringkasan eksekutif AMDAL.1  

3) Dalam dokumen AMDAL ditemukan perbedaan klasifikasi 
lapangan usaha (KLU) yang tertuang dalam Surat Keterangan 
Terdaftar No.: PEM-067/WPJ.07/KP.0403/2004 dengan Surat 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.: PEM-025/WPJ.07/
KP.0403/2004. Dalam Surat  Keterangan Terdaftar No.: PEM-067/
WPJ.07/KP.0403/2004 disebutkan klasifikasi lapangan usaha PT 
Dairi Prima Mineral pertambangan emas dan perak dengan 
kode 13206 sedangkan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak No.: PEM-025/WPJ.07/KP.0403/2004 disebutkan 
klasifikasi lapangan usaha DPM jasa pertambangan minyak 
dan gas bumi dengan kode 11200. 

4) Berdasarkan dokumen yang tertuang dalam ANDAL. DPM 
melampirkan daftar hadir tentang sosialisasi AMDAL. Adapun 
rincian daftar hadir sebagai berikut:

1	 Dokumen yang diperoleh berupa fotokopi

Fakta
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a. Pada tanggal 3 Desember 2003, 
masyarakat yang menghadiri rapat analisis 
AMDAL DPM berjumlah 40 orang yang 
diselenggarakan di Parongil. Adapun 
rincian dari masyarakat yang menghadiri 
berkisar 12 (dua belas) orang (tinggal di 
desa Bongkaras, Longkotan, Sopokomil, 
Sopogadong, Parongil dan Tuntung batu), 
sekitar 3 (tiga) orang LSM LSPC, sekitar 
3 (tiga) orang, Sekretaris desa, Camat 
Parongil dan pihak dari DPM. 

b. Kemudian pada hari yang sama (tanggal 
3 Desember 2003), DPM juga melakukan 
sosialisasi yang berjudul “Sosialisasi 
peraturan perundang-undangan tentang 
tata laksana dan keterlibatan masyarakat 
dan keterbukaan informasi publik dalam 
proses Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL)” yang dihadiri 42 
orang dan ditandatangani PL Kepala Sub 
Dinas Lingkungan Hidup Ir. J Simarmata 
dengan NIP: 710008526. Dari daftar 
hadir tersebut ditemukan kehadiran dari 
masyarakat sejumlah 14 (empat belas) 
orang yang berdomisili di desa Bongkaras, 
Longkotan (Sopokomil/Sopogadong), 
Tuntung batu, dan Parongil. 

5) Pada 1 November 2005, Bupati Dairi M.P 
Tumanggor menerbitkan  Surat Keputusan 
Bupati Dairi Nomor 731 Tahun 2005 
tentang kelayakan lingkungan hidup atas 
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan 
pertambangan seng dan timbal PT. Dairi 
Prima Mineral. 

6) Pada 15 Juli 2019, seorang warga 
Kabupaten Dairi mengajukan surat 
keberatan permohonan informasi terkait 
DPM ke Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan  Republik Indonesia (KLHK 
RI). 

7) Pada 30 Juli 2019, KLHK RI memberikan 
jawaban surat permohonan informasi dan 
surat keberatan warga. Pada pokoknya 
berisi informasi antara lain:

a. Salinan copy izin lingkungan adalah 
SK Kelayakan lingkungan berdasarkan 
Keputusan Bupati Dairi No. 731 Tahun 2005 
tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas 
Suatu Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 
Pertambangan Seng dan Timbal DPM 
tanggal 1 November 2015.

b. DPM memiliki AMDAL tahun 2005 
dan sampai dengan saat tanggal surat 
tersebut belum melakukan perubahan izin 
lingkungan sehingga dokumen AMDAL 
tahun 2005 masih berlaku.

c. Terkait status terkini izin lingkungan 
dan AMDAL Operasi Produksi DPM 
merencanakan perubahan kegiatan dan 
meminta arahan Direktorat Jenderal 
Planologi Kehutanan dan Dan Tata 
Lingkungan yang kemudian memberikan 
arahan kepada DPM untuk wajib 
mengajukan permohonan perubahan izin 
lingkungan melalui penyusunan dokumen 
adendum ANDAL,RKL-RPL. 

8) Pada 16 Maret 2020, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia melalui surat dari 
Sekretariat Direktorat Jenderal pada 
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan memberikan jawaban 
atas surat permohonan dari seorang warga 
Kabupaten Dairi. 

Pada pokoknya berisi informasi antara lain:

a. 16 Desember 2019, direktur DPM 
mengirim surat perihal permohonan 
perubahan izin lingkungan terkait, 
perubahan lokasi infrastruktur portal, 
gudang bahan peledak dan tailing storage 
facility (TSF).

b. Menyampaikan permohonan penilaian 
dokumen addendum ANDAL, RKL-RPL 
kepada PTSP KLHK. 

c. Telah dilakukan serangkaian uji 
administrasi, penyampaian hasil uji 
administrasi serta perbaikan hasil uji 
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administrasi sampai dengan penyampaian hasi uji administrasi ketiga pada tanggal 6 
Maret 2020.

d. Dalam dokumen perbaikan yang disampaikan, DPM belum menyampaikan sertifikat 
lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL yang berlaku, sehingga dokumen addendum 
ANDAL, RKL-RPL tersebut belum dapat dilakukan penilaian.

9) Peta overlay lokasi TSF dan gudang bahan peledak DPM yang telah dibangun berada di 
lokasi Areal Penggunaan Lain (APL). (Terlampir);

10) Foto dan video gudang bahan peledak DPM yang telah dibangun di lokasi areal 
penggunaan lain (APL). (Terlampir);

11) Testimoni atau kesaksian warga yang menceritakan kronologis pembangunan gudang 
bahan peledak DPM. (Terlampir);

   Analisis Temuan

1) Dokumen AMDAL disusun Diduga Minim Partisipasi Masyarakat

Menurut Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan menyebutkan bahwa; 

“Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka 
acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan 
lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup”

juncto ( jo) Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa,

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses 
partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat”.

Bahwa berdasarkan fakta yang No. 4 (empat) diduga minim partisipasi dalam sosialisasi 
AMDAL yang diadakan oleh pihak DPM dan hanya melibatkan segelintir orang saja 
yang mewakili 4 desa. Padahal berdasarkan Peta Overlay wilayah proyek  DPM yang 
dikeluarkan oleh Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Sumatera Utara terdapat 11 desa 
yang berbatasan atau berada di wilayah lokasi pertambangan DPM, dimana dari desa 
tersebut berpotensi terkena dampak akibat kehadirannya. Adapun desa tersebut terdiri 
dari Palipi, Longkotan, Bongkaras, Tuntung Batu, Parongil, Bonian, Siboras, Uruk Mbelin, 
Sumbari, Bakal Gajah, dan Lae Panginuman.
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Dalam dokumen AMDAL DPM 
terdapat temuan untuk proyek 
pertambangan seng dan timbal 
sebagaimana yang tertuang dalam 
Kontrak Karya No. KW.99PK0071 
yang berlokasi di Kecamatan 
Silima Pungga-Pungga Kabupaten 
Dairi Propinsi Sumatera Utara 
pada Oktober Tahun 2005. Dalam 
fakta sebagaimana terdapat dalam 
No. 3 (tiga) ditemukan perbedaan 
klasifikasi lapangan usaha (KLU) 
yang tertuang dalam Surat 
Keterangan Terdaftar No.: PEM-
067/WPJ.07/KP.0403/2004 dengan 
Surat Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak No.: PEM-025/WPJ.07/
KP.0403/2004. 

Perbedaan klasifikasi lapangan 
usaha DPM pertambangan emas 
dan perak dengan kode 13206 
dengan klasifikasi lapangan usaha 
DPM jasa pertambangan minyak 
dan gas bumi dengan kode 11200 
diduga bentuk kekeliruan, dan 
ketidakbenaran data. Dalam Pasal 
37 Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
menyebutkan bahwa;

“(1) Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib menolak 
permohonan izin lingkungan apabila 
permohonan izin tidak dilengkapi 
dengan amdal atau UKL-UPL.

2) Dokumen Diduga Memiliki Kekeliruan 
secara Administratif
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(2) Izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) 
dapat dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam 
permohonan izin mengandung cacat 
hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, 
serta ketidakbenaran dan/atau 
pemalsuan data, dokumen, dan/atau 
informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi 
syarat sebagaimana tercantum dalam 
keputusan komisi tentang kelayakan 
lingkungan hidup atau rekomendasi 
UKL-UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam 
dokumen amdal atau UKL-UPL tidak 
dilaksanakan oleh penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan”.

Temuan diatas menimbulkan 
pertanyaan terkait bidang usaha 
DPM karena ada perbedaan dalam 
dokumennya. Dengan kata lain 
perbedaan informasi terkait 
bidang usaha dalam dokumen-
dokumen tersebut menimbulkan 
ketidakjelasan dan ketidakpastian 
tentang bidang usaha dari DPM.
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3) Pembangunan Gudang Bahan Peledak diduga dibangun diluar IPPKH

Berdasarkan IPPKH Gudang bahan Peledak dibangun di kawasan hutan lindung seluas 
53,11Ha yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor SK.387/Menhut-II/2012 tertanggal 23 Juli 2012 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan Untuk Kegiatan Penambangan Seng, Timbal, Mineral Pengikutnya Dengan Metode 
Penambangan Bawah tanah Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Dairi Prima 
Mineral seluas 53,11 (Lima Puluh Tiga dan Sebelas Perseratus) Hektar Pada Kawasan 
Hutan Lindung Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.     

Sedangkan jika mengacu kepada Peta overlay yang dibuat oleh Jaringan Advokasi Tambang 
dan Yayasan Diakonia Pelangi Kasih, tampak terlihat dalam peta bahwa pembangunan 
gudang bahan peledak ternyata dibangun di lokasi area penggunaan lain(APL) yang 
berbeda dengan yang terdapat dalam IPPKH. Adapun rician jarak tersebut berdasarkan 
data yang diambil dari Google Earth adalah sebagai berikut:
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Oleh karena itu, kami meyakini pembangunan fasilitas penyimpanan bahan peledak PT. 
DPM tidak memiliki izin lingkungan atau dokumen yang setara. Maka dengan ini PT. DPM 
diduga melanggar tindak pidana lingkungan hidup.  Berdasarkan Pasal 109 UUNomor 32 
tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Kemudian diperjelas kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
No. 309.k/30/DGB/2018  menyatakan 

“bahwa bahkan untuk fasilitas penyimpanan bahan peledak berukuran kecil harus terletak 
sedikitnya 60 meter dari hunian (dan fasilitas yang lebih besar harus terletak lebih jauh lagi)”
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Informasi di fasilitas penyimpanan bahan 
peledak DPM menunjukkan fasilitas 
tersebut menyimpan:

• Amonium Nitrat, 100 ton 

• Dinamit, 5000 kg

• Detonator, 200 buah 

Informasi ini menunjukkan bahwa fasilitas 
tersebut bukan fasilitas bahan peledak 
berukuran kecil. Hal ini khususnya sangat 
memprihatinkan karena di Zambia pada 
2005 setidaknya 46 orang tewas dalam 
ledakan di sebuah pabrik bahan peledak di 
lokasi tambang NFC.2

4)	 Permohonan Perubahan Izin 
Lingkungan, Permohonan Penilaian 
Dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL 
kepada PTSP KLHK Tidak Menghapus 
Pidana Lingkungan Hidup PT. Dairi Prima 
Mineral

Rencana perubahan terhadap dokumen 
AMDAL dan izin lingkungan DPM yang 
akan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
menyebutkan bahwa; 

“Dalam hal usaha dan/atau kegiatan 
mengalami perubahan, penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 
memperbaharui izin lingkungan”.

Kemudian dipertegas kembali dalam 
Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan yang menyebutkan bahwa; 

“(1) Penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan wajib mengajukan permohonan 

perubahan izin lingkungan, apabila usaha 
dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin 
lingkungan direncanakan untuk dilakukan 
perubahan

(3) Sebelum mengajukan permohonan 
perubahan Izin Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan 
huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau 
Kegiatan wajib mengajukan permohonan 
perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan 
Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL”.

Dalam rangka pengajuan permohonannya, 
sesuai surat dari Sekretariat Direktorat 
Jenderal pada Direktorat Jenderal 
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan tanggal 16 Maret 2020, PT 
Dairi Prima Mineral tampaknya telah 
mengajukan permohonan perubahan 
keputusan kelayakan lingkungan hidup 
melalui penyampaian dan penilaian 
adendum ANDAL dan RKL-RPL 
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2012.

Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2012 telah menentukan 
secara limitatif kondisi-kondisi atau dalam 
hal apa perubahan itu dilakukan dan hal 
ini dijabarkan juga lebih lanjut dalam 
Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/7/2018 beserta lampirannya. Bahwa 
permohonan perubahan izin lingkungan 
yang diajukan oleh DPM adalah terkait 
perubahan lokasi infrastruktur portal, 
gudang bahan peledak dan TSF.

Dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) PP 
No. 27 Tahun 2012 ada disebutkan kata-
kata “direncanakan untuk dilakukan 
perubahan” dalam hal ini bermakna 
pengajuan permohonan perubahan izin 
lingkungan dilakukan sebelum kegiatan 
perubahannya dilakukan.

2	 https://www.nytimes.com/2005/04/21/world/africa/blast-kills-46-at-a-copper-
mine-in-zambia.html
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Jika dalam prosesnya permohonan 
adendum Amdal dan perubahan izin 
lingkungan oleh DPM berhasil dan disetujui 
perubahan terkait lokasi infrastruktur 
portal, gudang bahan peledak dan TSF, 
tetap saja AMDAL dan Izin lingkungan 
baru DPM hasil adendum tidak menghapus 
perbuatan pidana lingkungan hidup 
yang melakukan pembangunan yang 
bertentangan dengan AMDAL, SKKLH 
2005 dan IPPKH 2012. Sebagaimana 
ketentuan Pasal 109 Undang-Undang No. 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/
atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah)”.

Sebab AMDAL dan izin lingkungan baru 
hasil adendum tidak dapat berlaku surut 
atau mundur kebelakang. 
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Kepatuhan Hukum 
        terkait Kegiatan 
                    Usaha Pertambangan

    Fakta 

1)	 Bahwa ada dokumen tersedia terkait Contract Of Work 
between The Government Of the Republic Of Indonesia and PT. Dairi 
Prima Mineral;

2)	 DPM memperoleh kontrak karya melalui Surat Presiden No. 
B.53/Pres/I/1998 perihal persetujuan 72 (tujuh puluh dua) kontrak 
karya di bidang pertambangan umum generasi VII dan 8 (delapan) 
perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi 
III dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA);

3)	 Pada tanggal 16 Februari 1998, DPM mendaftarkan 
perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam akte notaris 
Nomor 51 tanggal 9 Februari 1998 dengan Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman Nomor: C2-921.HT.01.01TH98;

4)	 Pada tanggal 16 Juni 1999, DPM memperoleh Keputusan 
Dirjen Pertambangan Umum No. 352.K/20.01/DJP/1999 tentang 
penciutan I wilayah kontrak karya;

5)	 Pada tanggal 14 Februari 2000, unit pelayanan informasi 
wilayah pertambangan (UPWP) Direktorat Jenderal Pertambangan 
Umum Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan peta 
wilayah kontrak karya DPM di Kabupaten Karo dan Dairi dengan 
bahan galian emas DMP pada tahap eksplorasi dengan luas areal 
22.030 hektare.

6)	 Pada tanggal 3 September 2000, Badan Penanaman Modal 
dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara menyurati DPM 
dengan Nomor: 1320/III/PMA/2000 perihal persetujuan perubahan 
penyertaan modal perseroan. Bahwa sumber dana DPM berasal 
dari Indonesia dalam hal ini PT. Aneka Tambang Indonesia semula 
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US$ 30.000 menjadi US$ 20.000 dan Asing 
dalam hal ini Gain & Win Ltd (British Virgin 
Island) semula US$ 70.000 menjadi US$ 
80.000.

7)	 Dokumen yang tersedia menyatakan 
DPM memperoleh Surat Keputusan 
Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral 
No.: 029.K/43.00/DJG/2002 tentang 
perpanjangan I tahap kegiatan eksplorasi 
wilayah kontrak karya.

8)	 Pada tanggal 6 Februari 2004, DPM 
telah terdaftar dalam Surat Keterangan 
Terdaftar No.: PEM-067/WPJ.07/
KP.0403/2004 dengan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP): 01.824.643.9-056.000 
dengan klasifikasi lapangan usaha (KLU): 
13206-Pertambangan Emas dan Perak pada 
kanwil VII Jakarta Raya Khusus Kantor 
Pelayanan Pajak PMA Tiga Departemen 
Keuangan Republik Indonesia Direktorat 
Jenderal Pajak.

9)	 Pada tanggal 6 Februari 2020, DPM 
telah sah mendapatkan Surat Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak dengan No.: PEM-
025/WPJ.07/KP/0403/2004 dengan NPWP: 
01.824.643.9-056.000 dengan KLU: 11200-
Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 
pada kanwil VII Jakarta Raya Khusus Kantor 
Pelayanan Pajak PMA Tiga Departemen 
Keuangan Republik Indonesia Direktorat 
Jenderal Pajak.

10)	 Dalam dokumen yang tersedia telah 
ada perjanjian pengikatan pelepasan dan 
penyerahan hak atas tanah dan akta jual 
beli.

11)	 Ada dokumen Perizinan Kontrak 
Karya DPM yang bersumber dari MODI 
Menteri ESDM RI. 

12)	 Berdasarkan data ditemukan Peta 
Overlay Ijin Produksi PT. DPM.  

   

   Analisis Temuan

Perpanjangan Perizinan Kontrak Karya 
DPM Maladministrasi, cacat hukum dapat 
dicabut atau dibatalkan dan penjabat 
yang menyetujui dapat pidana.

Bahwa dari data yang diperoleh tidak 
menemukan Izin Usaha Pertambangan 
Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan 
Khusus (IUPK) dari DPM sebagaimana 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara yang berlaku saat 
ini yang mengatur bahwa kegiatan usaha 
pertambangan, baik pertambangan 
mineral maupun batubara hanya mengenal 
3 (tiga) jenis perizinan yakni IPR, IUP 
ataupun IUPK. 

Namun yang ditemukan hanyalah kontrak 
karya berdasarkan Surat Presiden No. B.53/
Pres/I/1998 perihal persetujuan bagi 72 
Kontrak Karya di bidang pertambangan 
umum yang mengacu pada rezim Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
dan Perizinan perpanjangan DPM tahap 
kegiatan Operasi Produksi Nomor: KK.272.
KK/30/DJB/2018 yang berlaku mulai 27 Juli 
2018 sampai dengan 29 Desember 2047 
pada lahan seluas 24.636 Ha berlokasi 
di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak 
Bharat dan Kabupaten Subulussalam yang 
oleh Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) RI ,  Keputusan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
RI memperpanjang Perizinan DPM tahap 
kegiatan Operasi Produksi Nomor: KK.272.
KK/30/DJB/2018 yang berlaku mulai 27 Juli 
2018 sampai dengan 29 Desember 2047 
pada lahan seluas  24.636 Ha berlokasi di 
Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat 
dan Kabupaten Subulsalam, cacat secara 
hukum. Sebab, pemerintah memberikan 
jangka waktu operasi produksi langsung 
selama 30 tahun. Jika mengacu pada Pasal 
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83 huruf g Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara menyatakan bahwa;

“jangka waktu IUPK Operasi Produksi 
Mineral logam atau batubara dapat diberikan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 
(sepuluh) tahun”.

Ketentuan inilah yang mestinya 
menjadi rujukan. Selain daripada itu, 
Undang-Undang  4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
memberikan pedoman pada pengusahaan 
Kontrak Karya (KK) adalah melalui 
pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) 
atau Izin Usaha Pertambangan Khusus 
(IUPK). Dalam Pasal 27 Undang-Undang 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara diatur 

“wilayah konsesi bekas perusahaan KK 
ditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan 
Negara (WPN). Penetapan WPN dilakukan 
dengan persetujuan DPR. WUPK yang akan 
diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah 
setelah berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah”.3

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan usaha 
pertambangan di WUPK dilakukan dalam 
bentuk IUPK. IUPK dapat diberikan kepada 
badan usaha yang berbadan hukum 
Indonesia, baik berupa BUMN, BUMD, 
maupun badan usaha swasta. BUMN 
dan BUMD mendapat prioritas dalam 
mendapatkan IUPK. Badan usaha swasta 
untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan 
dengan cara lelang WIUPK. Hal ini diatur 
secara jelas dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 
74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara.

Perpanjangan perizinan operasi produksi 
Kontrak Karya DPM diperoleh melalui 
proses Amandemen Kontrak yang di 
fasilisitasi oleh Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral RI yakni Ignasius 
Jonan dengan tujuan untuk menyesuaikan 
kontrak karya pertambangan mineral di 
Indonesia salah satunya adalah DPM agar 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara pada 12 April 2017 di Jakarta.4

Meski demikian, hal ini jika ditinjau dari 
ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara, upaya yang dilakukan 
oleh Menteri ESDM RI justru sangat 
bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 
2009. 

Sebab mestinya amandemen atau 
renegosiasi dilakukan paling lambat tahun 
2010 atau 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan, 
Amandemenpun hanya terkait dengan 
penyesuaian Pasal dalam KK dengan 
pasal-pasal dalam UU Minerba selama KK 
Berlaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 
169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. Kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara yang 
telah ada sebelum berlakunya Undang-
Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka 
waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. 

b. Ketentuan yang tercantum dalam 
pasal kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara 
sebagaimana dimaksud pada huruf a 
disesuaikan selambatlambatnya 1 (satu) 
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan 
kecuali mengenai penerimaan negara. 

c.     Pengecualian terhadap penerimaan negara 
sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah 
upaya peningkatan penerimaan negara”.

Apabila masa berlaku kontrak karya 
berakhir, maka tidak pantas atau tidak bisa 

3	 https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/2163?jp=2
4	 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ee12f1eb806/disesuaikan-dengan-uu--
pemerintah-amandemen-sejumlah-kk-dan-pkp2b/
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Catatan: analisis ini, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara karena Revisi UU Minerba yang baru yang disetujui DPR RI pada 12 Mei 2020 belum 
diberi nomor dan belum tercatat dalam lembaran Negara dan belum dipublikasikan.

diberikan hak dan kewajiban baru dalam artian kontrak karyanya otomatis di perpanjang 
ataupun otomatis diberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Akan tetapi mesti 
atau wajib melalui serangkaian proses dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 74 dan 
pasal 75.

Selain itu, Pejabat pemberi izin dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
RI yang menyetujui memberikan perpanjangan perizinan kontrak karya DPM 2018 hingga 
tahun 2047 dapat dipidana, karena diterbitkan melalui proses yang bertentangan dengan 
Undang-Undang. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara Pasal 165 yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-
Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) 
tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Maka perpanjangan otomatis kontrak karya DPM selama 30 tahun secara hukum tidak 
dapat dibenarkan, batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan. Sebab 
bertentangan dengan norma UU Minerba 4 Tahun 2009 dan diduga kuat ada potensi 
korupsi kebijakan atau corruption by law.

Catatan: analisis ini, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara karena Revisi UU Minerba yang baru yang disetujui 
DPR RI pada 12 Mei 2020 belum diberi nomor dan belum tercatat dalam lembaran Negara 
dan belum dipublikasikan.
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   Fakta

1)	 Pada tanggal 23 Juli 2012, Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
RI Nomor: SK. 387/Menhut-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan untuk Kegiatan Penambangan Seng, Timbal dan 
Mineral Pengikutnya Dengan Metode Penambangan Bawah Tanah 
dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Dairi Prima Mineral 
seluas 53,11 (Lima Puluh Tiga dan Sebelas Perseratus) Hektar Pada 
Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera 
Utara.

2)	 Kronologis kesaksian dari warga bahwa sejak terbitnya SK 
Menhut No: SK. 387/Menhut-II/2012 dalam jangka waktu dua tahun 
tidak ada kegiatan nyata di lapangan kerena kegiatan nyata di 
wilayah IPPKH baru dilaksanakan pada  tahun 2017. (foto dan video 
serta catatan kronologi.

3)	 Berdasarkan dokumen yang tersedia wilayah pertambangan 
DPM masuk kawasan hutan Lindung.

4)	 Luas lahan yang dipinjam pakaikan menggunakan IPPKH 
tidak sebanding dengan luas perizinan yang masuk dalam kawasan 
Hutan Lindung.

Kepatuhan Hukum terkait 
ketentuan Kehutanan
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   Analisis Temuan

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(IPPKH) untuk kegiatan Petambangan 
Seng, Timbal dan Mineral Pengikutnya 
Atas Nama PT. Dairi Prima Mineral telah 
batal dengan sendirinya.

Terdapat surat Keputusan Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 
387/Menhut-II/2012 Tentang Izin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan 
Penambangan Seng, Timbal dan Mineral 
Pengikutnya Dengan Metode Penambangan 
Bawah Tanah dan Sarana Penunjangnya 
Atas Nama DPM seluas 53,11 (Lima Puluh 
Tiga dan Sebelas Perseratus) Hektar Pada 
Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dairi 
Provinsi Sumatera Utara diduga kuat telah 
kadaluarsa karena Kegiatan nyata di dalam 
kawasan IPPKH baru dilaksanakan oleh 
DPM pada tahun 2017. Sesuai ketentuan 
Poin KELIMABELAS dalam dokumen SK 
IPPKH DPM menunjukkan IPPKH telah 
berakhir dengan sendirinya dengan kata 
lain telah kadaluarsa,  tidak memliki 
kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi 
sejak 2014.

Hal ini berarti bahwa sejak 2014 DPM tidak 
memiliki izin untuk melakukan aktivitas 
apapun di dalam kawasan hutan. Pun 
kegiatan nyata di dalam kawasan hutan 
lindung berupa pembebasan lahan warga 
yang masuk dalam kawasan hutan lindung, 
pembangunan infrastruktur, jalan di dalam 
kawasan hutan lindung pada 2017 adalah 
merupakan aktivitas illegal tanpa izin.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, 
bahwa 

“setiap kegiatan usaha pertambangan tidak 
dapat dilaksanakan pada tempat yang 
dilarang tanpa mendapatkan izin dari instansi 
pemerintah”.

terkait sebagaimana ketentuan Pasal 134 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara menyatakan:

“Kegiatan usaha pertambangan tidak 
dapat dilaksanakan pada tempat yang 
dilarang untuk melakukan kegiatan usaha 
pertambangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan. Perundang-undangan”.

Setiap usaha pertambangan dilarang untuk 
melakukan kegiatan di dalam kawasan 
hutan lindung tanpa memilki Izin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang 
diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI 
sebagaimana ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan pada Pasal 38 ayat (3) jo Pasal 50 
ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 38 ayat (3) menyatakan:

“penggunaan kawasan hutan untuk 
kepentingan pertambangan dilakukan melalui 
pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri 
dengan mempertimbangkan batasan luas 
dan jangka waktu tertentu serta kelestarian 
lingkungan”.

Pasal 50 ayat (3) menyatakan:

Setiap orang dilarang:  

a.	 mengerjakan dan atau menggunakan 
dan atau menduduki kawasan hutan secara 
tidak sah;

b.	 merambah kawasan hutan;  

c.	 melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan dengan radius atau jarak 
sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter 
dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua 
ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan 
sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter 
dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) 
meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 
(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang 
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tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. 

d.	 membakar hutan;  

e.	 menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa 
memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang;  

f.	 menerima, membeli atau menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui atau patut diduga berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah;  

g.	 melakukan kegiatan penyelidikan 
umum atau eksplorasi atau eksploitasi 
bahan tambang di dalam kawasan hutan, 
tanpa izin Menteri;  

h.	 mengangkut, menguasai, atau 
memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 
bersamasama dengan surat keterangan sahnya 
hasil hutan;  

i.	 menggembalakan ternak di dalam 
kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara 
khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat 
yang berwenang;  

j.	 membawa alat-alat berat dan atau 
alat-alat lainnya yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan untuk mengangkut 
hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa 
izin pejabat yang berwenang;  

k.	 membawa alat-alat yang lazim 
digunakan untuk menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam kawasan hutan 
tanpa izin pejabat yang berwenang;  

l.	 membuang benda-benda yang dapat 
menyebabkan kebakaran dan kerusakan 
serta membahayakan keberadaan atau 
kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan 
hutan; dan  

m.	 mengeluarkan, membawa, dan 
mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa 
liar yang tidak dilindungi undang-undang 
yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin 

dari pejabat yang berwenang.

Demikian pula dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
melakukan aktivitas pertambangan 
di dalam kawasan hutan merupakan 
perbuatan yang dilarang sebagaimana 
ketentuan Pasal 17 ayat (1) menyatakan 
sebagai berikut:

(1)	 Setiap Orang Dilarang:

a.	 Membawa alat-alat berat dan/atau 
alat-alat lain yang lazim atau patut diduga 
akan digunakan untuk melakukan kegiatan 
penambangan dan/atau mengangkut hasil 
tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin 
menteri;

b.	 melakukan kegiatan penambangan di 
dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;

c.	 mengangkut dan/atau menerima 
titipan hasil tambang yang berasal dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin;

d.	 menjual, menguasai, memiliki, dan/
atau menyimpan hasil tambang yang berasal 
dari kegiatan penambangan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin; dan/atau

e.	 membeli, memasarkan, dan/atau 
mengolah hasil tambang dari kegiatan 
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin.

Selain ketiga undang-undang di atas, 
kegiatan usaha pertambangan di dalam 
kawasan hutan lindung menggunakan 
IPPKH yang telah kadaluarsa atau sama 
dengan tanpa IPKKH juga bertentangan 
dengan aturan turunan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
yakni Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
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P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah 
diperbaharui beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang 
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Kegiatan usaha pertambangan di dalam 
kawasan hutan lindung yang menggunakan 
IPPKH yang telah kadaluarsa atau sama 
dengan beraktivitas tanpa IPPKH diancam 
sanksi Pidana dan sanksi Administrasi 
sebagai berikut:

a.	 Sanksi Administrasi

Melakukan kegiatan usaha pertambangan 
di dalam kawasan hutan lindung 
menggunakan IPPKH yang telah kadaluarsa 
atau sama dengan beraktivitas tanpa IPPKH 
melanggar ketentuan Pasal 119 huruf a 
dan b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara diancam sanksi pencabutan Izin 
sebagai berikut:

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya apabila: 

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi 
kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau 
IUPK serta peraturan perundang-undangan; 

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini;

b.	 Sanksi Pidana 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan pada Pasal 78 ayat (6) 
menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf 
g, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah)”.

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 
89 ayat (2) menyatakan:

“Korporasi yang:

a.	 melakukan kegiatan penambangan 
didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf b; dan/atau

b.	 membawa alat-alat berat dan/atau 
alat-alat lainnya yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan untuk melakukan 
kegiatan penambangan dan/atau mengangkut 
hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa 
izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf a,

dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua 
puluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah)”.
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Kepatuhan Hukum 
terkait Analisis

Risiko Bencana Alam

   Fakta

1)	 Bahwa PT. Dairi Prima Mineral memiliki amdal yang 
terdiri dari kerangka acuan (KA), analisis dampak lingkungan 
(ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan rencana 
pemantauan lingkungan (RPL) sebagaimana yang dibuat pada 
tahun 2005. 

2)	 Berdasarkan temuan Terkait keberadaan DPM yang 
beroperasi didaerah patahan Ir Jonatan I Tarigan5 menyatakan 
dalam tulisannya  yang berjudul “Kerawanan Bahaya Gempa 
Bumi (Earthquake Hazard) di kawasan pertambangan timah 
hitam Kecamatan Silima Pungga-Pungga kabupaten Dairi 
Sumatera Utara” menyebutkan Sumatera Utara merupakan 
daerah yang potensi dan sumber ancaman gempabumi. Adapun 
sumbernya pertama dari jalur subduksi-megathrust Simeulue-
Nias-Mentawai, kedua dari jalur patahan Renun-Toru-Angkola 
dan ketiga dari jalur busur belakang (back arc) pantai timur (selat 
malaka) dan keempat jalur tektonik Andaman-Nikobar. Lebih 
lanjut disebutkan berdasarkan peta menunjukkan daerah yang 
terletak di Dairi, Karo, langkat, Pakpak Bharat, Humbahas, 
Samosir, Simalungun, dan Tapteng ada di areal jalur patahan 
renun sumber gempa bumi.

3)	 Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Kabupaten Dairi 
yang terdiri dari 15 Kecamatan yang berada di kawasan Pantai 
Barat Provinsi Sumatera Utara dengan penduduk sekitar 280.000 
jiwa merupakan daerah yang sangat rawan terhadap ancaman 

5	 http://podiumindonesia.com/forum-masyarakat-dairi-tolak-
keberadaan-tambang-pt-dpm/
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gempa bumi, misalnya gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu 
yang berpusat di lautan pantai barat Aceh dengan kekuatan 9,2 SR telah menggoncang 
cukup kuat Kabupaten Dairi. Demikian pula gempa bumi yang terjadi pada 28 Maret 2005 
yang berpusat di P. Banyak-Aceh dengan kekuatan 8,7 SR telah menimbulkan goncangan 
yang kuat di beberapa kawasan di Kabupaten Dairi.

4)	 Bahwa berdasarkan dokumen yang tersedia terdapat peta rawan bencana Provinsi 
Sumatera Utara. Dokumen tersebut terdiri dari:

- Peta rawan gempa yang bersumber dari Ir. Jonathan I Tarigan, IAGI SUMUT NAD. 
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- Peta rawan bencana gempa bumi Kabupaten Dairi yang bersumber dari Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Dairi.

   Analisis Temuan

Dugaan Kelalaian Melengkapi Analisis Risiko Bencana

Dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana yang menyatakan 

“Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana 
dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana 
sesuai dengan kewenangannya”.
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Dalam penjelasan pasal diatas yang dimaksud dengan kegiatan 
pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan 
bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan 
terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, 
pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi 
tambang, dan pembabatan hutan. 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, beroperasi 
kembali DPM masuk dalam kategori kegiatan pembangunan yang 
mempunyai risiko tinggi. Beroperasi DPM diberikan kewajiban 
melengkapi analisis risiko bencana. Namun dalam AMDAL yang 
dimiliki tidak ada kajian atas analisis risiko bencana. 

Berbagai runtutan persoalan ini bisa saja menjadi alasan bagi DPM 
disebabkan peraturan lahir pada tahun 2007. Mengacu pada UU 
tersebut kami belum menemukan apakah DPM sudah memiliki 
analisis risiko bencana?. Namun sejak lahirnya UU Penanggulangan 
bencana tahun 2007 seharusnya DPM melengkapi dokumen 
analisis risiko bencana sebagai dokumen wajib dalam melalukan 
operasi pertambangan. 

Lebih lanjut dalam peraturan ini diatur dalam hal melengkapi 
analisis risiko bencana DPM harus berkoordinasi dengan 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana dan kelalaian dalam melengkapi 
dokumen analisis risiko bencana berdasarkan Pasal 75 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
menyatakan 

“(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan 
berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan 
terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2)	 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan timbulnya kerugian harta harta benda atau barang, 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) 
tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit 
Rp600.000.000 (enam raturs juta rupiah) atau denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3)	 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(1) mengakibatkan matinya orang, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau 
denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 
(enam miliar rupiah).”

Akibat dari kelalaian perusahaan dalam 
melakukan pembangunan yang berisiko 
tinggi yang tidak dilengkapi analisis risiko 
bencana pengurus korporasinya juga bisa 
dikenai pidana. Hal ini dibenarkan dalam 
Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana 
yang menyatakan

“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan 
Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain 
pidana penjara dan denda terhadap 
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan 
terhadap korporasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana 

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
sampai dengan Pasal 78. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa;

a. Pencabutan ijin usaha;

b. Pencabutan status badan hukum.”

Oleh karena itu, apabila satu perusahaan 
pertambangan masih saja lalai dalam 
mengurus dokumen analisis risiko bencana 
dapat berakibat pencabutan ijin usaha dan 
pencabutan status badan hukum. 
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Kepatuhan Hukum terkait
 Analisis Risiko Lingkungan

    Fakta

1)	 Pada tanggal 27 Oktober 2005, dokumen laporan hasil studi mengenai 
dampak lingkungan (AMDAL) DPM dalam proyek pertambangan seng dan 
timbal pada kontrak karya (KK) No. KW.99PK0071, yang disetujui oleh Bupati 
Dairi M.P Tumanggor. Laporan ini telah diperiksa oleh Ketua Komisi AMDAL 
Kabupaten Dairi Ir. Sahala Tua Manik.

2)	 Dalam dokumen AMDAL yang tersedia terdiri atas kerangka acuan, 
analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), 
rencana pemantauan lingkungan (RPL), dan ringkasan eksekutif AMDAL. 

   Analisis Temuan

Kewajiban dalam membuat Analisis Risiko Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan yang lama yang menjadi dasar 
terbitnya AMDAL tahun 2005 memang tidak ada diwajibakan dalam membuat 
analisis risiko lingkungan. Namun sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 berlaku, Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan;

“Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh 
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota  sesuai dengan kewenangannya wajib 
diintergrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun 

27

Kepatuhan Hukum PT. Dairi Prima Mineral



sejak Undang-Undang ini ditetapkan”.

Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

“(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan 
keselamatan manusia wajib melakukan 

analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.	 pengkajian risiko;

b.	 pengelolaan risiko; dan/atau

c.	 komunikasi risiko.

(4)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jelas 
disebutkan kewajiban untuk membuat dokumen analisis risiko lingkungan. Berdasarkan 
data yang kami peroleh, kami tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi tentang 
apakah DPM telah melengkapi analisis risiko lingkungan hidup? Namun apabila mengacu 
kedua pasal Undang-Undang diatas hal ini menjadi satu kewajiban hukum dipenuhi.  

Dokumen yang diterima berupa fotokopi
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Kepatuhan Hukum 
terkait Penataan Ruang 
     Fakta

1)	 Dalam dokumen ANDAL, DPM melampirkan Pola Rencana 
Tata Ruang dan Rencana Wilayah Pemerintah Propinsi Sumatera 
Utara beserta Peta Struktur Ruang  Propinsi Sumatera Utara yang 
dikeluarkan pada tahun 1999-2015 dalam laporan akhir tahun 
anggaran 1999/2000. (Terlampir);

2)	 Dalam dokumen ANDAL, DPM juga melampirkan Pola 
Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Pemerintah Kabupaten 
Dairi tingkat II  beserta Peta  Revisi Rencana Umum Tata Ruang 
Kota Sidikalang. (Terlampir);

3)	 Pada tanggal 2 September 2014, Pemerintah Kabupaten Dairi 
telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi tahun 2014-2034. 
(Terlampir);

   Analisis Temuan 

Dari data dan fakta yang diperoleh kami tidak menemukan Perda 
tata ruang Propinsi Sumatera Utara untuk tahun 1999-2015. Yang 
ada hanya lampiran tata ruang wilayah Propinsi Sumatera Utara dan 
Revisi Umum Rencana Tata Ruang Kota Sidikalang yang diperoleh 
dari dokumen AMDAL Proyek pertambangan Seng dan Timbal pada 
kontrak karya No. KW.99 PK 0071. 

Berdasarkan lampiran tersebut tidak ditemukan data yang dapat 
memastikan Apakah di Kecamatan Silima Pungga-Pungga bisa 
dilakukan pertambangan mineral? 
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Namun apabila dibaca dalam Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034. Justru pada Pasal 61 ayat (1) Perda No. 7 Tahun 2014 
menyebutkan “Pertambangan mineral radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
huruf a dikembangkan di kecamatan Parbuluan dan kecamatan silahisabungan. Tidak 
ada disebutkan dalam Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 secara spesifik tentang wilayah pertambangan mineral 
logam di wilayah silima Pungga-Punga. Peraturan ini hanya menyebutkan dalam Pasal 61 
ayat 2 bahwa Pertambangan Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf 
b dikembangkan di wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.    

Jika mengacu pada KK DPM Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
RI memperpanjang Perizinan DPM tahap kegiatan Operasi Produksi Nomor: KK.272.
KK/30/DJB/2018 yang berlaku mulai 27 Juli 2018 sampai dengan 29 Desember 2047 pada 
lahan seluas  24.636 Ha berlokasi di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat dan 
Kabupaten Subulsalam, perpanjangan ini bertentangan dengan dalam Perda No. 7 Tahun 
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034.
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DAFTAR PUSTAKA

Naskah dokumen AMDAL PT. Dairi Prima Mineral Tahun 2005

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang 
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/
Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/
Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034
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